
 

 

BUPATI MALUKU TENGGARA 
PROVINSI MALUKU 

 
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA 

NOMOR   26   TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN 
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN 

 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENGGARA, 

Menimbang  :  a.  bahwa   tarif   Retribusi   Pasar   Grosir   dan/atau   Pertokoan 
sebagaimana diatur   dalam   Peraturan   Daerah   Kabupaten 
Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar 
Grosir  dan/atau  Pertokoan  tidak  sesuai  lagi  dengan  indeks 
harga dan   perkembangan   perekonomian,   sehingga   perlu 
diadakan perubahan tarif Retribusi dimaksud; 

 
b.  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  155  ayat  (3)  Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, perubahan tarif Retribusi ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

 
c. bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud 

dalam huruf a dan b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati  
Maluku  Tenggara  tentang  Perubahan  Tarif  Retribusi Pasar 
Grosir dan/atau Pertokoan; 

 
Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan UU 

Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah- 
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra 
Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Tahun   1958   Nomor   111,   Tambahan   Lembaran   Negara 
Nomor 1645); 

2.  Undang-Undang Nomor  8  Tahun 1981  tentang Hukum  Acara 
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209); 

3.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan 

Publik (Lembaran     Negara     Tahun     2009     Nomor     112, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 
4.  Undang-Undang   Nomor   28   Tahun   2009   tentang   Pajak 

Daerah dan   Retribusi   Daerah   (Lembaran   Negara   Tahun 
2009  Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

5.  Undang-Undang      Nomor      12      Tahun      2011      tentang 

Pembentukan    Peraturan    Perundang-undangan    (Lembaran 
Negara  Tahun  2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
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Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang 
Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah 
Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran 

Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 264); 

8.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   1983   tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan  Lembaran Negara 

Nomor 3258); 
9. Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   1983   tentang 

Pelaksanaan   Kitab   Undang-Undang   Hukum   Acara   

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3258); 

10. Peraturan   Pemerintah   Nomor   58   Tahun   2005   tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4737); 

13. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  80  Tahun  2015  tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten 

Maluku Tenggara   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Maluku   

Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 Seri D); 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 

Tahun 2008   tentang   Pokok-pokok   Pengelolaan   Keuangan   

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun  

2008 Nomor 08 Seri A); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 

Nomor 2 Seri C); 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Maluku Tenggara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 218); 
 
 




